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 Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan e-Filing di bidang 
perpajakkan dan sistem pengawasan administrasi perpajakannya, mengetahui 
kesesuaian antara konsep e-Filing dengan asas kepastian hukum, dan mengetahui 
terjamin tidaknya keakuratan konsep e-Filing terhadap kebenaran pelaporan SPT 
dalam sistem administrasi perpajakkan di Indonesia.  
 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, 
dengan mencoba menemukan ada tidaknya jaminan kepastian hukum e-Filing 
terhadap pelaporan SPT dalam sistem administrasi perpajakkan di Indonesia. Jenis 
data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan 
mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, 
dokumen, dan pengumpulan data melalui cyber media. Sedangkan teknik analisis 
data yang digunakan adalah metode silogisme dan interpretasi untuk menarik 
kesimpulan yang sahih dari data-data yang ada. 
 Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa Konsep e-Filing perpajakkan 
di Indonesia belum sesuai dengan asas kepastian hukum. Hal ini dikarenakan 
dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-47/PJ./2008 masih belum 
diatur mengenai besaran atau kisaran tarif jasa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi 
dan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa yang bisa terjadi antara Wajib 
Pajak dan Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi dalam pelaksanaan e-Filing. 
 Berdasarkan penelitian ini juga diketahui bahwa Keakuratan konsep e-
Filing masih belum dapat menjamin kebenaran pelaporan SPT dalam sistem 
administrasi perpajakkan. Hal ini dikarenakan keakuratan data yang terdapat 
dalam aplikasi e-Filing harus memenuhi tiga aspek yakni aspek kebenaran, aspek 
kejelasan dan aspek kelengkapan. 
 





 This research aims to describe the implementation of e-Filing in the field 
of surveillance tax system and tax administration, understanding the 
correspondence between the concept of e-Filing with the principle of legal 
certainty, and understanding whether or not guarantee the accuracy of the concept 
of e-Filing of Tax Return reporting the truth in tax administration system in 
Indonesia.  
 This research is a normative legal research is prescriptive, with trying to 
find the presence or absence of legal guarantees e-Filing of Tax Return reporting 
tax administration system in Indonesia. Types of data used are secondary data. 
Secondary data sources used include the primary law materials and secondary 
legal materials. Technique of collecting the data used by either the literature study 
books, documents, and data collection through cyber media .While the data 
analysis technique used is the method and interpretation of syllogism to draw 
 
 
valid conclusions from the data available. 
 Based on this research is that the concept of e-Filing tax in Indonesia has 
not in accordance with the principle of legal certainty. This is because in the 
Regulations the Director General of Taxation Tax KEP-47/PJ./2008 still not set on 
the amount or range of services tariffs Application Service Provider Company and 
the provision of dispute resolution that can occur between the taxpayer and the 
Application Service Provider Company in the implementation of the e -Filing. 
 Based on these studies also note that the accuracy of the concept of e-
Filing is not able to guarantee the truth in reporting tax SPT administration 
system. This is because the accuracy of the data contained in the e-Filing 
application must meet the three aspects of the aspects of truth, aspect of clarity 
and aspects of completeness. 
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A.    Latar Belakang Masalah 
    Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban 
untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, 
keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai 
dengan tujuan Negara yang dicantumkan di dalam Pembukaan UUD 1945 
pada alinea ke empat yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia 
dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan keadilan sosial”. Dari uraian tersebut tampak bahwa 
karena kepentingan rakyat, Negara memerlukan dana untuk kepentingan 
tersebut. Dana yang akan dikeluarkan ini tentunya didapat dari rakyat itu 
sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak. (Wirawan B. Ilyas, 
2007 : 4) 
     Di Indonesia, penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan 
pemerintah dan pembangunan. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 
(APBN), sektor perpajakan dapat merealisasikan penerimaan mencapai 
108,1% dari APBN-P 2008 atau meningkat sebesar 34,2%, lebih tinggi dari 
pertumbuhan tahun lalu sebesar 20%. Peningkatan kinerja perpajakan juga 
tercermin dari tax ratio yang mencapai 14,7% dari PDB, sedangkan Tax 
Ratio tahun 2007 hanya sebesar 12,4% dari PDB.Hal ini membuktikan 
urgensi pajak sebagai sumber pendapatan utama bagi Negara, karena itu 
pajak merupakan salah satu isu strategis yang menjadi acuan untuk melihat 
sejauh mana kemajuan Negara. (Laporan Perekonomian Indonesia, 2008) 
 Peran administrasi sangat berpengaruh dalam merealisasikan peraturan 
perpajakkan dan penerimaan Negara sebagaimana diamanatkan oleh APBN 
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Instansi yang diserahi tugas 
administrasi perpajakkan adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang secara 
struktural berada dibawah Departemen Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak 
 
 
mempunyai misi untuk menghimpun penerimaan Negara dari sektor 
perpajakkan guna menunjang kemandirian pembiayaan APBN. (Liberti 
Pandiagan, 2004) 
 Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan dalam negeri dari sektor 
pajak dan dalam rangka menuju Good Governance Direktorat Jendral Pajak 
(DJP) merasa perlu untuk menyesuaikan dan menyempurnakan struktur 
organisasinya melalui modernisasi pajak sesuai dengan perkembangan 
kondisi dan dunia usaha yang selalu berubah.  
 Sejak tahun 2000 Dirjen pajak telah memulai langkah reformasi 
administrasi perpajakan (Tax Administration Reform) yang menjadi landasan 
terciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien dan dipercaya oleh 
masyarakat. Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di 
segala aspek perpajakan. Reformasi perpajakan yang sekarang menjadi 
prioritas, menyangkut modernisasi administrasi perpajakan jangka 
menengah (tiga hingga enam tahun) dengan tujuan tercapainya : pertama, 
tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi. Kedua, kepercayaan terhadap 
administrasi perpajakan yang tinggi. Dan ketiga, produktivitas aparat 
perpajakan tinggi. Dalam jangka pendek, upaya-upaya yang dilakukan 
adalah dimungkinkan wajib pajak untuk menyampaikan SPT secara 
elektronik (e-Filing). 
 Selama empat tahun terakhir, Direktorat Jenderal Pajak telah 
melakukan beberapa reformasi perpajakan dan modernisasi administrasi 
perpajakan yang mengacu pada cetak biru. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak 
Besar (Large Tax Office, LTO) dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak 
Besar dibentuk dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan modern 
yang berlandaskan Case Management. Pola dan sistem LTO itu akan 
direplikasikan pada seluruh kantor di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak 
Jakarta Khusus dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I, 1 Kantor 
Pelayanan Pajak Madya pada Kanwil Jakarta I. (Robertus Winarto, 2006) 
 Disamping pembentukan kantor dan penerapan sistem modern, 
modernisasi lebih lanjut ditandai dengan penerapan teknologi informasi 
 
 
terkini dalam pelayanan perpajakan. Peningkatan dan mengedepankan 
pelayanan ini terlihat dengan terus dikembangkannya administrasi 
perpajakan modern dan teknologi informasi di berbagai aspek kegiatan, 
mulai dari pendaftaran diri sebagai wajib pajak melalui e-Registration, 
pembayaran pajak (e-Payment), pelaporan pajak (e-Reporting, e-SPT), 
pemberkasan dokumen pajak (e-Filing), maupun konsultasi (e-Consulting), 
dan sebagainya. Seiring dengan itu, Direktorat Jenderal Pajak juga 
melakukan kampanye sadar dan peduli pajak, pengembangan bank data dan 
Single Identification Number serta langkah-langkah lainnya. 
  e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian 
Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang 
dilakukan secara Online dan Real Time melalui Penyedia Jasa Aplikasi 
(ASP), (pasal 1 ayat 7 PER 47/PJ/2008). e-Filing merupakan salah satu 
bagian dari modernisasi administrasi perpajakkan, dengan tujuan agar Wajib 
Pajak (WP) memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, 
sehingga pemenuhan kewajiban perpajakkan yang sifatnya Urgent seperti 
penyampaian SPT dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan peningkatan 
kualitas pelayanan wajib pajak dapat tercapai. 
  Dalam konsep penggunaan e-Filing wajib pajak harus mengajukan 
permohonan terlebih dahulu kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat 
wajib pajak terdaftar untuk memproleh e-Fin yaitu Electronic Filing 
Identification Number, sebuah nomor identitas yang diberikan oleh Kantor 
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar kepada Wajib Pajak yang 
mengajukan permohonan untuk melaksanakan e-Filing. Setelah 
mendapatkan e-Fin, selanjutnya wajib pajak harus meminta Digital 
Certificate kepada Direktorat Jenderal Pajak yang berfungsi sebagai 
pelindung kerahasiaan data pada saat pengiriman SPT melalui Application 
Service Provider. (Peraturan Dirjen Pajak No. KEP-47/PJ./2008 : Pasal 5 
ayat 1 dan 2) 
 Di atas kertas, perpindahan pelaporan pajak konvensional ke pelaporan 
digital terlihat mudah. Namun di lapangan bisa terjadi berbagai masalah. 
 
 
Pada tahap awal penerapan sistem ini di beberapa Kantor Pelayanan Pajak, 
Upload data sering gagal. Pengiriman SPT digital melalui Internet sering 
macet, sehingga Wajib Pajak harus menitipkan SPT digitalnya dalam disket 
kepada Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, pemakaian jasa perusahaan 
Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) untuk pengiriman SPT juga dapat menjadi 
suatu masalah bukan hanya karena (tambahan) biaya yang harus ditanggung 
wajib pajak tetapi juga jaminan kerahasiaan data wajib pajak. (Robertus 
Winarto, 2006) 
 Kondisi sekarang pada Kantor Pelayanan Pajak tersebut sudah jauh 
lebih baik. Tetapi tidak tertutup kemungkinan masalah-masalah serupa akan 
timbul dalam penerapan sistem ini pada Kantor Pelayanan Pajak yang lain. 
Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, e-Filing harus memberikan jaminan 
hukum pada masyarakat apabila terjadi suatu sengketa. Dari uraian di atas, 
maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul 
“JAMINAN KEPASTIAN HUKUM e-FILING TERHADAP PELAPORAN 
SPT DALAM SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DI 
INDONESIA”. 
 
B. Perumusan Masalah 
  Dari paparan-paparan latar belakang masalah di atas, isu sentral yang 
coba dikedepankan dalam penelitian hukum ini adalah ketidakjelasan 
kepastian hukum e-Filing dalam sistem administrasi perpajakkan di 
Indonesia, yang kemudian dituangkan dalam judul penelitian skripsi ini 
yaitu ”Jaminan Kepastian Hukum e-Filing terhadap Pelaporan SPT 
dalam Sistem Administrasi Perpajakan di Indonesia”.  
   Isu sentral tersebut mengandung berbagai permasalahan salah satunya 
adalah permasalahan hukum normatif, baik permasalahan pada lapisan 
dogmatik hukum maupun pada lapisan teori hukum. Bertitik tolak dari latar 
belakang yang telah diuraikan tersebut, maka yang menjadi permasalahan 
dalam penelitian ini adalah : 
 
 
 1.  Apakah penerapan e-Filing yang berlaku di Indonesia saat ini telah 
sesuai dengan Asas Kepastian Hukum? 
 2.   Bagaimana e-Filing dapat menjamin kebenaran pelaporan  SPT dalam 
sistem administrasi perpajakkan di Indonesia?  
 
C. Tujuan Penelitian : 
     Dalam penyusunan penulisan hukum ini ada beberapa tujuan yang 
ingin dicapai agar penulisan ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun 
bagi keperluan ilmiah. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai 
berikut : 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui penerapan e-Filing yang berlaku di Indonesia 
saat ini telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum. 
b. Untuk mengetahui keakuratan e-Filing dapat menjamin kebenaran 
pelaporan  SPT dalam sistem administrasi perpajakkan di 
Indonesia 
2. Tujuan Subjektif 
a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam 
memperluas pemahaman aspek hukum. 
b. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan penulis 
dalam menyusun penulisan hukum guna memenuhi persyaratan 
yang diwajibkan dalam meraih gelar sarjana strata I bidang ilmu 
hukum di Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
c. Memberikan gambaran dan sumbangan pemikiraran bagi ilmu 









D. Manfaat Penelitian : 
 1.  Manfaat Teoritis 
a. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum 
administrasi negara khususnya dalam penanganan masalah jaminan 
kepastian hukum bagi pengguna e-Filing. 
b.   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi 
serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan 
datang. 
 2. Manfaat Praktis 
  a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas 
permasalahan yang diteliti. 
  b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran 
bagi pihak terkait dalam penanganan masalah jaminan kepastian 
hukum e-Filing. 
 
E. Metode Penelitian 
    Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 
analisa dan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. 
Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis 
adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisiten berarti tidak adanya 
hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. (Soerjono 
Soekamto, 2006 : 42)  
   Dalam suatu penelitian metode penelitian merupakan faktor yang 
sangat penting untuk menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan 
yang akan dibahas dan merupakan cara utama yang digunakan untuk 
mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang dihadapi. 
     Dalam penelitian yang penulis lakukan ini diperlukan adanya sejumlah 
data agar data tersebut dapat dilakukan analisis secara akurat dan 
sistematis serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 
karena itu diperlakukan metode penelitian yang digunakan untuk 
menentukan teknik pengumpulan data dan menganalisis data. 
 
 
     Adapun metode yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut : 
1. Jenis penelitian  
    Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, 
dimana penulis berusaha mempelajari peraturan perundang-undangan 
yang berhubungan dengan pelaksanaan e-Filing dan peraturan hukum 
lainnya yang berhubungan dengan e-Filing, untuk selanjutnya 
dianalisa dan dijadikan kelengkapan bahan penelitian ini.  
 
2. Sifat Penelitian 
      Penelitian yang penulis lakukan adalah termasuk penelitian 
preskriptif, yaitu dengan penelitian ini penulis mencoba mengevaluasi 
lalu memberikan penilaian terhadap realitas yang ada dengan 
pendekatan normatif. 
 
3. Pendekatan Penelitian 
 Dalam rangka mendapatkan jawaban atau penyelesaian masalah-
masalah (isu hukum) yang telah dirumuskan, penulis menggunakan 
dua pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan 
(Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual 
Approach). 
 
4. Jenis Data  
   Jenis data yang digunakan dalam penelitian yang penulis lakukan 
ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data yang diperoleh dari study kepustakaan yang 
ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, data tersebut berupa buku, 







5. Sumber Data 
a. Bahan Hukum Primer 
 1). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakkan. 
 2). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Pajak Nomor KEP-
47/PJ./2008 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat 
Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan 
Perpanjangan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Surat 
Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (e-Filling) 
Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). 
 3). Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-
88/PJ./2004 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan 
Elektronik. 
 4). Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-178/PJ/2004 Tentang 
Cetak Biru (Blue Print) Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak 
Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2010.   
b. Bahan Hukum Sekunder 
     Bahan hukum sekunder merupakan data yang secara langsung 
mendukung data sekunder. Sumber data ini diperoleh dari buku-
buku atau literatur, dokumen-dokumen resmi, dan bahan lain yang 
berhubungan dengan objek yang diteliti yang dapat melengkapi 
sumber data sekunder. 
c. Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang 
mendukung kelengkapan data sekunder. Bahan hukum tersier yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kamus, dll. 
 
6. Teknik Pengumpulan Data 
      Dalam melakukan penelitian, dibutuhkan kemampuan untuk 
memilih, menyusun teknik, dan alat pengumpulan data yang relevan. 
 
 
Karena kecermatan dalam memilih dan menyusun teknik serta alat 
pengumpul data akan berpengaruh secara obyektif pada hasil 
penelitian.  
      Untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian, 
maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 
a. Studi Kepustakaan 
Metode ini digunakan dalam rangka untuk mendapatkan data-data 
hukum yang berkenaan dengan isu sentral dilakukan identifikasi. 
Langkah berikutnya adalah meringkas, mengutip, dan mengulas 
bahan hukum yang telah dikumpulkan yang berhubungan dengan 
obyek penelitian. 
b. Penelitian Cyber Media 
    Merupakan teknik pengumpulan data dimana penulis 
menggunakan sarana internet, untuk menelusuri segala bentuk 
informasi sehubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, 
yaitu terkait dengan penanganan kepastian hukum e-Filing 
terhadap pelaporan SPT dalam sistem administrasi perpajakkan di 
Indonesia. 
 
7. Teknik Analisis Data 
  Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil 
penelitian menjadi suatu laporan. Dimana data yang diperoleh 
dikerjakan dan dimanfaatkan sehingga dapat menyimpulkan persoalan 
yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. 
  Pada penelitian hukum ini analisis data yang digunakan adalah 
penarikan kesimpulan yang sahih dari data-data yang ada.  
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
    Guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika 
penulisan hukum yang sesuai dengan aturan penulisan hukum, maka 
 
 
penulis dapat menguraikan sistematika penulisan hukum ini sebagai 
berikut : 
BAB I  : PENDAHULUAN  
            Pada bab ini penulis memberikan penjelasan awal tentang 
latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, dan sistematika penulisan sehingga 
penulisan ini diharapkan selalu mengacu pada hal-hal yang 
ditetapkan sebelumnya. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
    Pada bab ini penulis berusaha menguraikan mengenai 
teori-teori yang menjadi landasan dalam penulisan hukum 
ini yang meliputi pengertian dan ciri-ciri pajak, dan sistem 
administrasi perpajakkan yang berlaku di Indonesia. 
B. Kerangka Pemikiran 
      Dalam kerangka pemikiran penulis akan menampilkan 
bagan kerangka pemikiran yang menggambarkan alur 
pemikiran yang ditempuh penulis. 
 BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
     Bab ini merupakan kombinasi uraian berupa analisis-analisis 
yang dilakukan untuk membahas pemecahan permasalah-
permasalahan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu 
kesimpulan. Dalam bab ini penulis mengungkapkan mengenai 
pelaksanaan e-Filing dalam sistem administrasi perpajakkan 
terutama mengenai kepastian hukum e-Filing. 
 BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN 
         Bab ini berisi kesimpulan dari bab-bab terdahulu dan 
merupakan jawaban dari perumusan masalah yang dituangkan 
dalam judul penelitian skripsi ini, serta bab ini berisi saran-







A. Kerangka Teori 
 1. Teori Hukum 
  a. Hukum Sebagai Suatu Sistem Norma 
 Norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-
lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas dapat 
melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan 
keinginan pembuat peraturan itu sendiri. Pelanggaran terhadap norma 
ini berupa sanksi denda sampai hukuman fisik (dipenjara, hukuman 
mati). Dalam bermasyarakat, walaupun telah ada norma untuk menjaga 
keseimbangan, namun norma sebagai pedoman perilaku kerap 
dilanggar atau tidak diikuti. Karena itu dibuatlah norma hukum sebagai 
peraturan/ kesepakatan tertulis yang memiliki sangsi dan alat 
penegaknya 
 Ilmu hukum adalah ilmu normatif, demikian menurut Kelsen dan 
hukum itu semata-mata berada dalam kawasan dunia sollen. 
Karakteristik dari norma adalah sifatnya yang hipotetis, lahir bukan 
karena alami, melainkan karena kemauan dan akal manusia. Kemauan 
dan akal ini menelorkan pernyataan yang berfungsi sebagai asumsi 
dasar. Teori Kelsen dapat dirumuskan sebagai “suatu analisis tentang 
struktur hukum positif, yang dilakukan seeksak mungkin, suatu 
analisis yang bebas dari semua pendapat etis atau politis mengenai 
suatu nilai”. Kelsen pada dasarnya ingin menciptakan suatu ilmu 
pengetahuan hukum murni, menghilangkan dari semua unsur-unsur 
yang tidak penting dan memisahkan jurisprudence dari ilmu-ilmu 
sosial, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum analis denga tegas. 
 Kelsen juga menolak untuk memberikan definisi hukum sebagai 
suatu perintah. Oleh karena definisi yang demikian itu 
mempergunakan pertimbangan-pertimbangan subyektif dan politis, 
 
 
sedangkan yang dikehendaki ilmu pengetahuannya benar-benar 
objektif. Perspektif Kelsen dalam memandang hukum tidak berusaha 
menggambarkan apa yang terjadi, tetapi lebih menitik beratkan untuk 
menentukan peraturan-peraturan tertentu, meletakkan norma-norma 
bagi tindakan yang harus diikuti orang. 
Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa ia menghendaki suatu 
gambaran tentang hukum yang bersih dalam abstraksinya dan ketat 
dalam logikanya. Oleh karena itulah ia menyampingkan hal-hal yang 
bersifat ideologis, oleh karena dianggapnya irasional. Teori hukum 
yang murni juga tidak boleh dicemari oleh ilmu-ilmu politik, sosiologi, 
sejarah dan pembicaraan tentang etika. Dasar-dasar pokok teori Kelsen 
adalah sebagai berikut (Friedmann, 1953:113): 
1) Tujuan teori tentang hukum, seperti juga setiap ilmu, adalah untuk 
mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan (unity). 
2) Teori hukum adalah ilmu, bukan kehendak, keinginan. Ia adalah 
pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan tentang hukum yang 
seharusnya ada. 
3)  Ilmu hukum adalah normatif, bukan ilmu alam. 
4) Sebagai suatu teori tentang norma-norma, teori hukum tidak 
berurusan dengan persoalan efektivitas norma-norma hukum. 
5) Suatu teori tentang hukum adalah formal, suatu teori tentang cara 
pengaturan dari isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola yng 
spesifik. 
6) Hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif 
tertentu adalah seperti antara hukum yang mungkin dan hukum 
yang ada. 
 Apapun namanya maupun fungsi apa saja yang hendak dilakukan 
oleh hukum tetap tidak terlepas daridari pengertian hukum sebagai 
suatu sistem, yaitu sebagai sistem norma. Pemahaman yang demikian 
itu, menjadi penting karena dalam menjalankan fungsinya untuk 
mencapai suatu tujuan yang dikehendaki secara efektif, hukum harus 
 
 
dilihat sebagai suatu sub-sistemdari suatu sistem yang besar yaitu 
masyarakatatau lingkungannya. Pengertian sistem sebagaimana 
didefinisikan oleh beberapa ahli, antara lain Bertallanffy, Kencth 
Building, ternyata mengundang implikasi yang sangatberarti pada 





5) Keterhubungan komponen satu sama lain 
6) Ketergantungan komponen satu sama lain 
Shrode dan Voich menambahkan pula bahwa selain syarat 
sebagaimana tersebut di atas, sistem tersebut juga harus berorientasi 
pada tujuan.(Esmi Warassih, 2005 : 29-30)  
 Oleh karena hukum juga dipandang sebagai suatu sistem, maka 
untuk dapat memahaminya perlu penggunaan pendekatan sistem. 
Berbagai pengertian hukum sebgai sistem hukum dikemukakan antara 
lain oleh Lawrence M Friedman, bahwa hukum itu merupakan 
gabungan antara komponen struktur, substansi, dan kultur. 
1) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem 
hukum itu dengan berbagai macam fungsi. Dalam rangka 
mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini 
dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu 
memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum 
secara teratur. 
2) Komponen substansif yaitu sebagai output dari sistem hukum, 
berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan 
baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. 
3) Komponen kultural yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap 
yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau Lawrence M. 
Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang 
 
 
berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan 
hukum dengan tingkah lakuhukum seluruh warga masyarakat. 
(Esmi Warassih, 2005 : 30) 
 
  b. Fungsi Hukum 
 Diantara fungsi-fungsi hukum, maka ada dua fungsi hukum 
menurut Bernard, yaitu : 
1) Hukum mengemban fungsi ekspresif yaitu mengungkapkan 
pandangan hidup, 
2) nilai-nilai budaya dan nilai keadilan. 
3) Hukum mengemban fungsi instrumental yaitu sarana untuk 
menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas dan 
prediktabilitas, sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan 
mewujudkan keadilan, sarana pendidikan serta pengadaban 
masyarakat dan sarana pembaharuan masyarakat (mendorong, 
mengkanalisasi dan mengesahkan perubahan masyarakat) 
 
 2. Asas Kepastian Hukum 
a. Kaedah Hukum 
  Pernyataan kaedah hukum merupakan perumusan hukum 
 (Rechtsoordeel) dilaksanakan melalui penentuan (Beslissing) yang 
 hasilnya dinamakan ketentuan. Ketentuan itu mungkin dalam bentuk 
 tertulis yang dinamakan peraturan apabila yang dinyatakan adalah 
 kaedah abstrak dan ideai (das-sollen = apa yang seharusnya). Jika 
 ketentuan itu merupakan hasil pernyataan kaedah konkret maka 
 namanya disebut atau ketetapan. (Ishaq, 2009 : 43) 
   Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara 
adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. 
Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif 
untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas 
masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan 
 
 
damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (Rechtidee) 
dalam negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan 
(Machtsstaat). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan 
manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur : 
  1). Kepastian hukum (Rechtssicherkeit)  
  2). Kemanfaat hukum (Zeweckmassigkeit) 
  3). Keadilan hukum (Gerechtigkeit)  
  4). Jaminan hukum (Doelmatigkeit) (Dardji Darmodihardjo, 2002: 36) 
 Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur 
pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk 
merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh 
keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi 
nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta 
memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak 
terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara 
sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi 
terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.(R.Arry 
Mth.Soekowathy, 2003 : 290) 
   Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar 
kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara 
profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan 
tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui 
penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian 
hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan Yustisiable 
terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan 
adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum 
masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan 
manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk 
manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan 
bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan 
keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan 
 
 
perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata 
tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap 
individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan 
hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: 
ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, 
kebenaran, dan keadilan (R.Arry Mth.Soekowathy, 2003 : 294-295) 
 
b. Pengertian Jaminan Kepastian Hukum 
Merupakan suatu kenyataan bahwa dalam hidup bermasyarakat 
diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum. Berapa pun setiap 
kepentingan yang ada di dalam masyarakat dipertimbangkan untuk 
dituangkan di dalam aturan yang  bersifat umum agar kepentingan-
kepentingan itu dilindungi dan sedemokratis apapun kehidupan 
bernegara dan bermasyarakat suatu bangsa, tidaklah mungkin aturan-
aturan itu dapat mengakomodasi semua kepentingan tersebut. Begitu 
pula dalam kehidupan nyata kasus-kasus yang unik jarang terjadi. 
Yang terjadi adalah masalah-masalah umum yang timbul dari 
kepentingan yang harus dilayani. Hal itupun perlu dituangkan di dalam 
aturan yang bersifat umum juga. Pada masyarakat modern, aturan yang 
bersifat umum tempat dituangkannya perlindungan kepentingan-
kepentingan itu adalah undang-undang. (Peter Mahmud Marzuki, 2008 
: 157)  
Aturan hukum baik berupa undang – undang maupun hukum tidak 
tertulis, dengan demikian, berisi aturan – aturan yang bersifat umum 
yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup 
bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam 
hubungannya dengan masyarakat. Aturan – aturan itu menjadi batasan 
bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap 
individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut 
menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum 
mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang 
 
 
bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang 
boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum 
bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya 
aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja 
yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. 
Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang – undang, 
melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara 
putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk 
kasus serupa yang telah diputuskan. (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 
157-158) 
Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan 
dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan 
logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) 
dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain 
sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik 
norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk 
kontestasinorma, reduksi norma, atau distorsi norma. 
  Dalam menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan 
pengadilan sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan 
pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan 
dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus 
menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya 
dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya 
peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila 
pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan 
batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara 
pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi 
apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang 
tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang 
dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal 
semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum 
 
 
tidak mempunyai daya prediktibilitas.  (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 
159-160) 
  Dalam literatur-literatur klasik dikemukakan antinomi antara 
kepastian hukum dan keadilan. Menurut literatur-literatur tersebut, 
kedua hal itu tidak dapat diwujudkan sekaligus dalam situasi yang 
bersamaan. Oleh karena itulah dalam hal ini menurut literatur-literatur 
itu hukum bersifat kompromi, yaitu dengan mengorbankan keadilan 
untuk mencapai kepastian hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 
161)   
  Dalam menghadapi antinomi tersebut peran penerap hukum sangat 
diperlukan. Peranan tersebut akan terlihat pada saat penerap hukum 
dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang konkret. Disitu, penerap 
hukum harus mampu untuk melakukan pilihan mana yang harus 
dikorbankan, kepastian hukum ataukah keadilan. Yang menjadi acuan 
dalam hal ini adalah moral. Apabila kepastian hukum yang 
dikedepankan, penerap hukum harus pandai-pandai memberikan 
intepretasi terhadap undang-undang yang ada. Tanpa memberikan 
intepretasi yang tepat, akan berlaku Lex Durra Sed Tamen Scripta 
yang terjemahannya “undang-undang memang keras, tetapi mau tidak 
mau memang demikian bunyinya”. Sebagaimana telah dikemukakan 
bahwa dalam hal melakukan tindakan kemanusiaan dan mempunyai 
kemaslahatan, pemerintah dapat melakukannya tanpa perlu adanya 
aturan atau bahkan mungkin menyimpangi prosedur baku. Dalam hal 
demikian kepastian hukum dapat dikorbankan. Begitu pula pengadilan, 
dengan berlandaskan moral ia dapat putusan yang berbeda untuk kasus 
serupa yang sudah diputus oleh pengadilan terdahulu jika pengadilan 
itu menimbang bahwa putusan pengadilan terdahulu tersebut secara 






 c.   Asas Kepastian Hukum  
Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang 
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, 
dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.    
       Asas kepastian hukum harus diterapkan dalam setiap peraturan. 
Tanpa adanya asas tersebut dapat dipastikan suatu peraturan akan 
menimbulkan banyak masalah dikemudian hari. Hal ini akan terjadi 
karena tidak adanya penghormatan terhadap hak-hak sebagai manusia. 
Keadilan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, tetapi seorang manusia 
diberi kecakapan atau kemampuan untuk meraba atau merasakan 
keadaan yang dinamakan adil itu (C.S.T. Kansil, 1979 : 39). 
   Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum 
terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan 
kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin 
prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang 
terkuat yang berlaku, beberapa asas yang terkandung dalam asas 
kepastian hukum adalah : 
1. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum. 
2. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan 
tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan 
pemerintahan. 
3. Asas non-retroaktif perundang-undangan : sebelum mengikat, 
undang-undang harus diumumkan secara layak. 
4. Asas non-liquet : hakim tidak boleh menolak perkara yang 
dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas 
atau tidak ada. 
5. Asas peradilan bebas : objektif-imparsial dan adil-manusiawi. 
6. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya 




   Adam Smith dalam bukunya An Inguiry into the Nature and 
Causes of The Wealth of Nations menyatakan bahwa kepastian hukum 
(Certainty) dalam pajak adalah pajak yang dibayar oleh Wajib pajak 
harus jelas dan tidak mengenal kompromi kompromis (Not arbitary). 
Dalam asas ini kepastian hukum yan diutamakan adalah mengenai 
subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai 
pembayarannya (Erly Suandi, 2005 : 27). 
   Kepastian hukum (Certainty) dapat dicapai apabila setiap peraturan 
perundang-undangan dapat menjamin perlindungan hak warga negara 
dan Wajib Pajak. Perlindungan tersebut dapat diwujudkan dengan 
peraturan perundang-undangan yag mengatur ketentuan perpajakkan 
(Erly Suandi, 2005: 27). 
 
3. E-Filing dan Sistem Perpajakkan di Indonesia 
  a.  Pengertian dan Ciri-Ciri Pajak 
Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus 
menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat 
merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memerhatikan masalah 
pembiayaan pembangunan. (Waluyo, 2006 :1) 
Salah satu usaha mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau 
Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana 
yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk 
membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. 
(Waluyo, 2006 : 2) 
Penghasilan Negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, 
dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada di Negara itu (natural 
resources). Dua sumber itu merupakan sumber yang terpenting 
memberikan penghasilan kepada Negara. Penghasilan itu untuk 
membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup 
kepentingan pribadi individu seperti kesehatan masyarakat, 
 
 
pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Jadi dimana ada 
kepentingan masyarakat, disitu timbul pungutan pajak sehingga pajak 
adalah senyawa kepentingan umum. (Erly Suandi,2005 : 7)     
Pada akhirnya pajak menjadi prioritas penting untuk dijadikan 
sumber penerimaan utama negara. Memang jika dilihat dari sudut 
pandang ekonomi, penerimaan dari sektor pajak layak dijadikan tulang 
punggung penerimaan Negara yang paling potensial. Dengan pajak, 
pemerintah dapat menyediakan berbagai prasarana ekonomi berupa 
jalan, jembatan, pelabuhan, air listrik, fasilitas kesehatan, fasilitas 
pendidikan, fasilitas keamanan dan berbagai kepentingan umum 
lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. (Yenni 
Mangonting, 2000 : 117) 
Pungutan pajak mengurangi penghasilan/ kekayaan individu tetapi 
sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian 
dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-
pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang 
akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat 
bagi rakyat, baik yang membayar pajak maupun tidak. (Yenni 
Mangonting, 2005 : 8) 
Smeets menyatakan bahwa “pajak adalah prestasi kepada 
pemerintah yang terutang melalui norma-norma hukum, dan yang 
dapat dipaksakan tanpa ada kontra prestasi yang dapat ditunjukkan 
dalam hal individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran 
pemerintah”. (Yenni Mangonting,2005: 9) 
Rochmat Soemitro memberikan pengertian “pajak adalah iuran 
rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbal (kontaraprestasi) yang 
langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum”. (Yenni Mangonting,2005 : 11) 
Soeparman Soemahamidjaja berpendapat bahwa “pajak adalah 
iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa 
 
 
berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi 
barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan 
umum.” (Wirawan B. Ilyas, 2007 : 5) 
Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-
ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah : 
1). Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang / badan ke 
pemerintah. 
2). Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan 
pelaksanaannya sehingga bersifat dapat dipaksakan. 
3). Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 
kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh 
pemerintah.  
4). Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah. 
5). Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, 
yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan 
untuk membiayai Public Investment. 
6). Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu 
dari pemerintah. 
7). Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.  
 (Erly Suandy, 2005  : 11) 
 
  b. Fungsi Pajak 
  Sebagaimana telah diketahui mengenai ciri-ciri yang melekat pada 
pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya empat fungsi 
pajak, yaitu : 
  1).  Fungsi Budgetair / Penerimaan 
         Pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluarannya. 
  2).  Fungsi Regulerend / Mengatur 
 
 
  Pajak merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan 
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 
  3). Fungsi Demokrasi 
  Pajak merupakan penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, 
termasuk kegiatan pemerintahan untuk kemaslahatan umat dan 
sebagai hak seseorang untuk memperoleh pelayanan pemerintah. 
  4). Fungsi Redistribusi 
Pajak lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan 
dalam masyarakat. (Wirawan B. Ilyas, 2007 : 11) 
 
 c. Syarat Pemungutan Pajak 
   Syarat ini diperlukan agar pemungutan pajak tidak mengalami 
hambatan atau perlawanan, yaitu :  
  1). Syarat Keadilan 
  Dalam praktek pelaksanaan pemungutan pajak harus dilaksanakan 
dengan adil, sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan. 
  2). Syarat Yuridis 
   Pelaksanaan pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-
Undang. 
  3). Syarat Ekonomis 
  Pelaksanaan pemungutan pajak tidak boleh menggangu kegiatan 
perekonomian, tidak menggangu kegiatan produksi maupun 
perdagangan. 
  4). Syarat Finansial 
  Pelaksanaan pemungutan pajak harus efisien, hal ini sesuai dengan 
fungsi budgetair. Dimana biaya pemungutan pajak harus lebih 
rendah dari pajak yang dipungut. 
  5). Sistem Pemungutannya Harus Sederhana 
Hal ini akan mempermudah masyarakat dalam memenuhi 




 d. Asas-Asas Pemungutan Pajak.  
   Adam Smith mengajarkan asas-asas pemungutan pajak yang 
dikenal dengan nama Four Cannons atau The Four Maxims dengan 
uraian sebagai berikut : 
  1). Equality, artinya pembebanan pajak diantara subjek pajak dengan 
hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang 
dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan 
pemerintah. Dalam hal ini Equality ini tidak diperbolehkan suatu 
negara mengadakan diskriminasi diantara sesama wajib pajak. 
Dalam keadaan yang sama wajib pajak harus diperlakukan 
berbeda. 
  2). Certainty, artinya pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas 
dan tidak mengenal kompromi kompromis (Not arbitary). Dalam 
asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek 
pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai 
pembayarannya. 
  3). Convenience of Payment, artinya pajak hendaknya dipungut pada 
saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-sekatnya 
dengan saat diterimanya penghasilan/ keuntungan yang dikenakan 
pajak. 
  4). Economic of Collections, artinya pemungutan pajak hendaknya 
dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya 
pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. 
Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang 
dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh. 
(Erly Suandi, 2005 : 27-28) 
 
 e. Sistem Pemungutan Pajak 




  1). Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak 
yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk 
menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang 
terutang) oleh seseorang. 
  2). Semi Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak 
yang memberi wewenang kepada fiskus dan Wajib Pajak untuk 
menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. 
  3). Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya 
utang pajak. 
  4). Witholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewewnang kepada pihak ketiga untuk memotong/ 
memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah 
ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya 
kepada fiskus. (Wirawan B. Ilyas, 2007 : 22) 
 
 f. Jenis-Jenis Pajak 
  Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, 
wewenang pemungut, maupun sifatnya. (Erly Suandy, 2005 : 37) 
  Berdasarkan Golongannya, pajak dibedakan menjadi : 
  1).  Pajak langsung, adalah pajak yang bebannya harus ditanggung 
sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak 
lain.  
   Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 
  Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap 
penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang 
dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak. 
  2). Pajak tidak langsung, adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan 
atau digeserkan kepada pihak lain dan hanya dikenakan pada hal-
hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja. 
 
 
  Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah. Dalam pajak ini beban pajak digeserkan dari 
produsen/ penjual ke konsumen/ pembeli, karena pergeseran ini 
searah dengan arus barang yaitu dari produsen ke konsumen maka 
pergeserannya disebut pergesaran ke depan (Forward Shifting). Di 
samping itu ada juga yang disebut dengan pergeseran ke belakang 
(Backward Shifting) yaitu pergeseran pajak yang berlawanan 
dengan arus barang.(Ibid :38) 
   Berdasarkan wewenang pemungutnya, pajak dapat dibagi menjadi : 
  1). Pajak Pusat/ Pajak Negara, adalah pajak yang wewenang 
pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaanya 
dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal 
Pajak. Pajak Pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan 
masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Yang 
termasuk dalam pajak pusat adalah  Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN 
dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan 
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bea Materai. 
  2). Pajak Daerah, adalah adalah pajak yang wewenang 
pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaanya 
dilakukan oleh Dinas Pendapatan daerah (Dipenda). Pajak Daerah 
diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pajak daerah dibedakan 
atas Pajak Daerah Tingkat I dan Pajak Daerah Tingkat II. (Ibid) 
   Berdasarkan sifatnya pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu : 
  1). Pajak Subjektif, adalah pajak yang memperhatikan kondisi/ 
keadaan Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan 
subjeknya barulah diperhatikan gaya pikulnya apakah dapat 
dikenakan pajak atau tidak, misalnya Pajak Penghasilan (PPh). 
  2). Pajak Objektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-
tama memperhatikan/ melihat objeknya baik berupa keadaan 
 
 
perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban 
membayar pajak. Setelah diketahui objeknya baru kemudian dicari 
subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang 
telah diketahui, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (Erly 
Suandy, 2005 : 40) 
 
 g. Mekanisme e-Filing Dalam Sistem Administrasi Perpajakkan 
 Penyampaian SPT secara elektronik atau e-Filing adalah suatu 
layanan yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak agar wajib pajak 
dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak beserta 
lampiranya dengan sistem On-line dan Real Time melalui sebuah 
perusahaan penyedia jasa aplikasi dengan menggunakan jalur internet. 
Perusahaan penyedia jasa aplikasi atau Aplication Service Provider 
(ASP) adalah perusahaan yang ditunjuk secara resmi oleh Direktorat 
Jenderal Pajak untuk menyelenggarakan penyampaian e-SPT pajak via 
internet atau e-Filing.  
 Alasan mengapa e-Filing diperlukan, karena antara lain : 
1). Dibutuhkan waktu yang lama untuk merekam data Surat 
Pemberitahuan (SPT)  di Kantor Pelayanan Pajak, khususnya data 
lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) 
2). Sering terjadi kesalahan pada saat perekaman data, sehingga data 
yang dituangkan wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT)  
tidak sama dengan data yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak. 
3). Perekaman data Surat Pemberitahuan (SPT) membutuhkan sumber 
daya manusia yang banyak 
4). Sering terjadi kesalahan dalam pengisian dan penghitungan Surat 
Pemberitahuan (SPT) 
5). Input data sangat banyak sehingga proses pembuatan Surat 
Pemberitahuan (SPT)  lama 
6).  Pemborosan Kertas 
 
 
7). Pemborosan tempat untuk menyimpan dokumen Surat 
Pemberitahuan  (SPT)  
8).   Bila terjadi kehilangan data misalnya kebakaran tidak ada Backup 
data 
9).   Jarak dan Waktu 
  10). Memperlambat pelayanan lainnya  
Aplication Service Provider (ASP) ditugaskan untuk membuat 
layanan e-Filing ini menjadi suatu sistem pelaporan Surat 
Pemberitahuan (SPT) pajak yang memudahkan penggunaanya bagi 
para Wajib Pajak. Wajib Pajak cukup mengisi Surat Pemberitahuan 
(SPT)  pajaknya secara elektronik kemudian mengirimkan via internet. 
Selain memudahkan, Aplication Service Provider (ASP) melayani 
Wajib Pajak dalam mengirimkan laporan pajaknya secara cepat. Jika 
dengan cara konvensional, Wajib Pajak harus menggunakan 
transportasi untuk pergi ke Kantor Pelayanan Pajak serta harus antri 
disana sehingga nenakan waktu yang lama, maka dengan e-Filing 
dalam beberapa menit saja laporan pajak yang dikirimkan via 
Aplication Service Provider (ASP) tersebut akan langsung sampai di 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP).  
Dengan adanya e-Filing ini maka diharapkan pelaporan pajak 
dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan aman. Tujuan utama dari 
sistem ini adalah : 
1). Membantu para wajib pajak untuk menyediakan fasilitas 
pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib 
pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukan dari 
lokasi kantor atau usahanya. Hal ini dapat membantu memangkas 
biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk 
mempersiapkan, memroses dan melaporkan SPT ke Kantor 
Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu; 
2). Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga 
akan memberikan dukungan kepada Kantor Pelayanan Pajak  
 
 
dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT dan perampingan 
kegiatan adnministrasi, pendataan (juga akurasi data), distribusi 
dan pengarsipan laporan SPT;  
3). Saat ini tercatat hanya 3,5 juta Wajib Pajak di Indonesia, dengan 
cara pelaporan yang manual tidak mungkin akan ditingkatkan 
pelayanan terhadap para Wajib Pajak tersebut. 
 Maka dengan e-Filing dimana sistem pelaporan menjadi mudah 
dan cepat. Diharapkan jumlah wajib pajak dapat meningkat. Dengan e-
Filing ini dalam 3 tahun ke depan dapat ditingkatkan jumlah wajib 
pajak  menjadi 10 juta dan pada ujungya junlah pemasukan negara dari 
pajak juga akan dapat ditingkatkan.  
Kegiatan pelaporan SPT dalam sistem  e-Filing mencakup berbagai 
kegiatan berikut : 
1). Pengajuan permohonan untuk mendapatkan e-FIN;  
2). Pendaftaran pada perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP); 
3). Penyampaian e-SPT secara e-Filing;  
4). Penerimaan bukti penerimaan secara elektronik;  
5). Penyempurnaan e-Filing. (Peraturan Dirjen Pajak No. KEP-
47/PJ./2008) 
  
4. Sistem Administrasi Perpajakan 
  a. Administrasi Perpajakan 
    Kata administrasi berasal dari bahasa Inggris Administration yang 
pada mulanya berasal dari bahasa Latin Administrare yang berarti to 
serve atau melayani.(S. F. Marbun, 2006 : 7) 
   Leanord D. White dalam bukunya ”Introducton on the Study of 
Public Administration” mendefinisikan administrasi sebagai suatu 
proses yang umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara 
atau swasta sipil atau militer, usaha yang besar atau kecil. Sedangkan 
H.A. Simon di dalam bukunya Public Administration, mendefinisikan 
 
 
Administrasi Negara sebagai kegiatan dari sekelompok manusia yang 
mengadakan usaha kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.(Ibid) 
     Sedangkan istilah Administrasi Perpajakkan (Tax Administration) 
ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. 
(Sophar Lumbantouran, 1997 : 582). Liberty Pandiangan berpendapat 
bahwa administrasi perpajakkan diupayakan untuk merealisasikan 
peraturan perpajakkan, dan penerimaan negara sebagaimana amanat 
APBN (Liberty Pandiangan, 2006). 
   De Jantscher (1997) seperti dikutip Gunadi, menekankan peran 
penting administrasi perpajakkan dengan menuju pada kondisi terkini, 
dan pengalaman di berbagai negara berkembang, kebijakan 
perpajakkan (Tax Policy) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat 
saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran 
lainnya karena administrasi perpajakkan tidak mampu 
melaksanakannya. Menurut Gunadi, dalam menilai seberapa baik 
kemampuan administrasi perpajakkan dalam mengumpulkan 
peerimaan, perlu diingat sasaran administrasi pajak yakni 
meningkatkan kepatuhan pembayar pajak dan melaksanakan ketentuan 
pajak secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal 
dengan biaya optimal. (Gunadi, 2004) 
   Berkaitan dengan administrasi pajak yang diperlukan untuk 
mendukung optimalisasi pemungutan pajak, Toshiyuki dari JICA 
Expert seperti yang dikutip Gunadi menyatakan bahwa untuk 
mencapai hal tersebut , disyaratkan beberapa kondisi administrasi 
perpajakan seperti berikut: 
1).   administrasi pajak harus dapat mengamankan penerimaan 
negara, kecukupan penerimaan negara dapat memperlancar 
tersedianya barang dan jasa publik serta pembangunan secara 
merata dan berkesinambungan keseluruh wilayah negara;  
2).  administrasi pajak harus berdasarkan peraturan perpajakan 
yang sah sesuai dengan perundang-undangan dan transparan. 
 
 
Pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan (Rule Base) 
merespon akan kejelasan dan kepastian hukum kepada 
masyarakat dan diharapkan memberikan iklim berusaha dan 
investasi sehat;  
3).  administrasi perpajakan harus dapat merealisasikan 
perpajakan yang sah dan adil sesuai ketentuan perundang-
undangan dan menghilangkan kesewenang-wenangan, 
arogansi, dan perilaku yang dipengaruhi kepentingan pribadi;  
4).  administrasi perpajakan harus dapat mencegah dan 
memberikan sanksi atau hukuman yang adil atas 
ketidakjujuran dan pelanggaran serta penyimpangan para 
pelaksana, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang 
menyebabkan kebocoran, kedisiplinan para pegawai perlu 
mendapat perhatian sungguh-sungguh;  
5).  administrsi perpajakan harus mampu menyelenggarakan 
sistem perpajakan yang efisien dan efektif; 
6).  administrasi perpajakan harus meningkatkan kepatuhan 
pembayar pajak, hal ini sesuai dengan Sistem Self 
Assessment; 
7). administrasi perpajakan harus memberikan dukungan 
terhadap pertumbuhan dan pembangunan (Management) 
usaha yang sehat masyarakat pembayar pajak;  
8).  administrasi perpajakan harus dapat memberikan kontribusi 
atas pertumbuhan demokrasi masyarakat. (Riawan Tjandra, 
2006 : 86-87) 
 Menurut Silvani (1992), administrasi perpajakan harus : 
1).  mendorong warga mematuhi ketentuan perpajakan dengan 
membuat biaya kepatuhan (Compliance Cost) dan biaya 
pelayanan semurah mungkin;  
2).  meminimalisasi penyalahgunaan pembelanjaan penerimaan 
pajak dari masyarakat;  
 
 
3). melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan advokasi untuk 
mendorong kesadaran dan kemauan masyarakat mematuhi 
ketentuan perpajakan. (Riawan Tjandra, 2006 : 86-87) 
  
 b. Reformasi Pajak (Tax Reform) 
  Gunadi berpendapat bahwa reformasi perpajakan meliputi dua 
area, yaitu reformasi kebijakan pajak ( Tax Policy) berupa regulasi atau 
peraturan perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. (Gunadi, 
2007) 
Di Indonesia, reformasi pajak dilakukan karena pemerintah 
menganggap bahwa peraturan perpajakan yang berlaku saat itu (1983 
dan sebelumnya) adalah peninggalan kolonial belanda yang sudah 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan 
struktur dan organisasi pemerintahan, tidak berdasar pancasila, dan 
tidak lagi sesuai dengan perkembangan ekonomi. Sistem perpajakan 
yang ada pada saat itu bukan saja tidak sesuai dengan perekonomian 
Indonesia yang makin modern, tetapi juga sangat rumit dan sukar 
dipahami oleh pemungut pajak maupun pembayar pajak. (Erly Suandi, 
2005 : 109-110) 
  Sejak diadakannya reformasi perpajakan tahun 1983, sebagaimana 
telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan 
undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah 
dari Official Assessment System menjadi Self Assessment System. 
Official Assessment System merupakan sistem pemungutan yang 
memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak 
yang terutang oleh wajib pajak. Self Assessment System merupakan 
suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak 
untuk menentukan besarnya pajak terutang. Peranan pembukuan/ 
akuntansi sangat penting karena informasi keuangan yang dihasilkan 
dari proses pembukuan, diperlukan untuk keperluan menghitung pajak 
 
 
terutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investasi terhadap 
kebenaran penghitungan jumlah pajak terutang.(Tarjo dan Indra, 2006 
:101) 
Reformasi peraturan perpajakan harus dilakukan secara cermat dan 
jangan sampai ada peraturan yang saling bertentangan. Karena 
kompleksitas meningkatkan ketidakpastian bagi pembayar pajak, yang 
selanjutnya mendorong ketidakpatuhan (Westat dalam Jackson et al., 
1986). Hasil penelitian Milliron (1988) menunjukkan bahwa 
Ambiguitas dalam peraturan perpajakan berkorelasi positif dengan 
ketidakpatuhan dalam penyusunan pelaporan pajak penghasilan.(Ibid) 
Keuntungan self assessment system ini adalah Wajib Pajak diberi 
kepercayaan oleh pemerintah (Fiskus) untuk menghitung, membayar, 
dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan 
perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan adalah fungsi yang 
memberi hak kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak 
yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Atas dasar fungsi 
penghitungan tersebut Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar 
pajak sebesar pajak yang terutang ke Bank Persepsi atau kantor pos. 
Selanjutnya Wajib Pajak melaporkan pembayaran dan berapa besar 
pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). (Ibid) 
 Tujuan utama dari pembaharuan perpajakan nasional ini adalah 
untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai 
pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan lagi 
kemampuan kita sendiri. Dengan reformasi pajak diharapkan dapat 
terjadi suatu penyederhanaan sistem perpajakkan. Penyedehanaan 
tersebut mencakup jenis pajak, tarif pajak, dan cara pembayaran pajak. 
Setelah reformasi ini sistem pembayaran pajak akan makin adil dan 
wajar dengan jumlah wajib pajak akan makin luas. Selanjutnya 
reformasi pajak juga akan dilakukan terhadap aparat pajak (fiskus) 
baik yang menyangkut prosedur, tata disiplin maupun mental. (Erly 
Suandi, 2005 : 109-110) 
 
 
  Dalam upaya menaikan penerimaan pajak perlu juga dilakukan 
penyempurnaan aparatur perpajakan dengan melakukan komputerisasi 
dan peningkatan mutu para pegawainya, perbaikan sikap mental para 
pejabatnya,serta mempersiapkan para wajib pajak yang telah diberi 
kebebasan dan kepercayaan yang besar sekali dalam menghitung dan 
membayar pajaknya sendiri. ((Erly Suandi, 2005: 111) 
 
c. Reformasi Administrasi Perpajakan 
Reformasi administrasi menurut Gerald E.Caiden (1969) seperti 
dikutip oleh Susilo Zuhar, mengemukaan bahwa reformasi 
administrasi didefinisikan sebagai berikut: 
 
“The Artificial Inducement of Administration Transformation 
Against Resistance.” Definisi dari Caiden ini mengandung 
beberapa implikasi: reformasi administrasi merupakan kegiatan 
yang dibuat oleh manusia (Manmade) tidak bersifat eksidental, 
otomatis maupun ilmiah, (2) reformasi administrasi merupakan 
suatu proses, (3) resistensi beriringan dengan proses reformasi 
administrasi. (Soesilo Zauhar, 2002 :6) 
 
 
  Self Assessment System merupakan suatu pemungutan pajak yang 
memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri 
besarnya pajak terutang. Wajib Pajak diberi tanggung jawab atas 
kewajiban pelaksanaan pajak sebagai pencerminan kewajiban di 
bidang perpajakan. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, 
membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan 
ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan memberi hak 
kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang 
sesuai dengan peraturan perpajakan dan atas dasar fungsi penghitungan 
Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang 
terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos. Fungsi terakhir dari wajib 
pajak adalah melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang 
 
 
telah dibayar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). (Tarjo dan Indra, 2006 
:104)  
Sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Self 
Assessment System yaitu ketetapan pajak yang ditetapkan oleh Wajib 
Pajak sendiri yang dilakukannya dalam SPT. Self Assessment System 
merupakan tipe administrasi perpajakan yang mengungkapkan bahwa 
tipe administrasi perpajakan banyak ditentukan oleh bentuk kerjasama 
atau tingkat partisipasi Wajib Pajak atau pemotong/pemungut pajak 
dan respon Wajib Pajak terhadap pengenaan pajak tersebut (Zain, 
2003). Pada tipe ini Wajib Pajak mendapat beban yang sangat berat, 
karena: (1) Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang 
relevan dalam SPT, (2) Menghitung Dasar Pengenaan Pajaknya (DPP), 
(3) Mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang maksudnya mengurangi 
pajak yang terutang dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun 
berjalan, dan (4) Melunasi pajak yang terutang atau mengangsur 
jumlah pajak yang terutang. (Gunadi.2004). 
Menurut Carlos A. Silvani (1992) seperti dikutip Gunadi, 
administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-
masalah seperti : 
1).  Wajib pajak yang tidak terdaftar ( Unregistered Taxpayers);  
2).  Wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan 
(SPT) atau Stop Filing Tax Payers; 
3).  penyelundup pajak (Tax Evaders); 
4).  penunggak pajak (Delinquent Tax Payers).(Gunadi, 2004) 
 Menurut Inter America Centre of Tax Administration tahun 1992 
dalam menilai seberapa baik pengumpulan penerimaan pajak, perlu 
diingat beberapa sasaran administrasi pajak seperti: (1) meningkatkan 
kepatuhan para pembayar pajak, dan (2) melaksanakan ketentuan 
perpajakan secara uniform untuk mendapatkan penerimaan maksimal 
dengan biaya yang optimal (Gunadi.2004). 
 
 
 Uniformitas pelaksanaan ketentuan perpajakan ke segenap 
pembayar pajak selain merupakan upaya politis untuk meningkatkan 
legitimasi dari kelompok politisi yang sedang berkuasa, juga dapat 
menunjukkan bahwa administrasi perpajakan committed atas keadilan 
perlakuan terhadap segenap pembayar pajak (Gunadi.2004). 
 Keadilan demikian merupakan salah satu elemen yang dapat 
membantu meningkatkan kepercayaan (Confidence) masyarakat atas 
sistem perpajakan dan selanjutnya meningkatkan kepatuhan sukarela 
masyarakat pembayar pajak (Gunadi.2004). 
 Setelah memperoleh kepercayaan masyarakat dan pengertian serta 
dukungan rakyat banyak, dapatlah administrasi pajak dianggap sehat 
(Sound). Untuk mencapai hal itu, Toshiyuki (2001) dari JICA expert 
mengharapkan beberapa kondisi administrasi perpajakan seperti 
berikut. (Gunadi.2004). 
 Pertama, administrasi pajak harus dapat mengamankan penerimaan 
negara. Kecukupan penerimaan negara dapat memperlancar 
tersedianya barang dan jasa publik dan pembangunan secara merata 
dan berkesinambungan ke seluruh wilayah negara. (Gunadi.2004). 
 Kedua, administrasi pajak harus berdasarkan aturan perpajakan 
yang sah sesuai dengan ketentuan/perundang-undangan dan transparan. 
Pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan (Rule-Base) dan transparan 
akan memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada masyarakat 
dan diharapkan dapat memberikan iklim berusaha dan investasi yang 
sehat. Selain itu, juga dapat mengurangi KKN, penyalahgunaan 
prosedur, wewenang dan jabatan. (Gunadi.2004). 
 Ketiga, administrasi perpajakan harus dapat merealisasikan 
perpajakan yang sah dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan dan menghilangkan kesewenang-wenangan (Abuse of 
Power), arogansi, dan perilaku yang dipengaruhi kepentingan pribadi 
baik sosial, politik maupun ekonomi. (Gunadi.2004). 
 
 
 Keempat, administrasi perpajakan harus dapat mencegah dan 
memberikan sanksi dan hukuman yang adil atas ketidakjujuran dan 
pelanggaran serta penyimpangan para pelaksana. (Gunadi.2004). 
 Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan 
kebocoran, kedisiplinan para pegawai perlu mendapat perhatian 
sungguh-sungguh. Untuk itu, tampaknya sistem Reward and 
Punishement perlu ditegakkan secara tegas dengan pembenahan 
lingkungan kepegawaiannya (misalnya kesejahteraan). (Ibid) 
 Kelima, administrasi perpajakan harus mampu menyelenggarakan 
sistem perpajakan yang efisien dan efektif. Adinimstrasi pajak 
umumnya disebut efektif apabila dapat meminimalisasikan 
penghindaran, penyelundupan, pengemplangan dan penyalahgunaan 
instrumen perpajakan untuk "membobol" uang negara. (Gunadi.2004). 
 Untuk itu Silvani (1992), menyatakan bahwa administrasi 
perpajakan harus: (1) mendorong warga mematuhi ketentuan 
perpajakan dengan membuat biaya kepatuhan (Compliance Cost) dan 
biaya pelayanan semurah mungkin; (2) meminimalisasi 
penyalahgunaan pembelanjaan penerimaan pajak dari masyarakat; dan 
(3) melaksanakan sosialisasi, edukasi dan advokasi untuk mendorong 
kesadaran dan kemauan masyarakat mematuhi ketentuan perpajakan. 
(Gunadi.2004). 
 Selanjutnya, administrasi dapat dikatakan efisien apabila 
pencapaian penerimaan dilakukan dengan pengorbanan yang optimal. 
Untuk itu diperlukan: (1) teknologi yang memadai (maju), (2) 
anggaran yang cukup, (3) personel yang andal, dan (4) dukungan 
politis dan motivasi (komitmen) semua pihak. (Gunadi.2004). 
 Keenam, administrasi perpajakan harus dapat meningkatkan 
kepatuhan pembayar pajak. Sesuai dengan sistem Self Assessment, 
kepatuhan ini meliputi kemauan (dan kesadaran) masyarakat untuk: (1) 
mendaftarkan diri memperoleh NPWP, (2) menyampaikan SPT dengan 
 
 
perhitungan yang lengkap dan benar atas segenap objek pajaknya, (3) 
membayar pajak berdasar jumlah yang sebenarnya dan tepat waktu. 
 Kalau ketiga elemen proses pelaksanaan pajak ini tercapai secara 
otomatis berdasarkan kesadaran, moral dan sikap serta perilaku 
masyarakat pembayar pajak, Toshiyuki (2001) secara berlebihan 
menyatakan bahwa sejak saat itu aparat perpajakan kurang diperlukan 
lagi. (Gunadi.2004). 
 Memang diakui bahwa valuntary compliance untuk seluruh subjek 
pajak dengan meliputi segenap objek pajak rasanya merupakan suatu 
utopi (mitos) yang tidak mudah untuk mewujudkannya. Namun harus 
disadari realita kepatuhan wajib pajak harus dapat ditingkatkan dari 
waktu ke waktu sehingga sejajar dengan negara tetangga. Dengan 
demikian, secara umum kriteria kesuksesan administrasi perpajakan 
dapat diketahui dari seberapa jauh peningkatan kepatuhan dari waktu 
ke waktu. (Gunadi.2004). 
 Ketujuh, administrasi perpajakan harus dapat memberikan 
dukungan terhadap pertumbuhan dan pembangunan (manajemen) 
usaha yang sehat masyarakat pembayar pajak. Memang sebaiknya 
sistem perpajakan haruslah fokus pada tujuan fiskal (budget) dengan 
meminimalisasikan tujuan nonfiskal. Pengenalan muatan nonfiskal 
pada sistem perpajakan akan menambah kompleksitas administrasi 
perpajakan. (Gunadi.2004). 
 
d. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 
Dalam rangka penerapan sistem administrasi perpajakan modern, 
sejak tahun 2001, Direktorat Jenderal Pajak telah memulai beberapa 
langkah reformasi administrasi perpajakan jangka menengah (3-5 
tahun) sebagai prioritas reformasi perpajakan yang modern, efisien dan 
dipercaya masyarakat dengan tujuan tercapainya: 
1). Tingkat sukarela kepatuhan yang tinggi;  
 
 
2). Tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang 
tinggi;  
3). Produktivitas pegawai perpajakan yang tinggi. Diungkapkan 
oleh Hadi Purnomo bahwa sejak tahun 2001, Direktorat 
Jenderal Pajak telah memulai beberapa langkah reformasi 
administrasi pepajakan yang menjadi landasan bagi 
terciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien dan 
dipercaya masyarakat. (Hadi Purnomo, 2004 : 218-233) 
Dalam jangka pendek, upaya-upaya yang dilakukan adalah 
dimungkinkan Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT secara 
elektronik (e-Filing). Dalam rangka peningkatan pelayanan 
permohonan restitusi kepada Wajib Pajak, sedang dikaji agar 
permohonannya dapat diberikan cukup dengan penelitian saja. 
Langkah-langkah reformasi dan modernisasi administrasi 
perpajakan antara lain mencakup ; 
1). Penyempurnaan peraturan pelaksanaan undang-undang 
perpajakan;  
2). Perluasan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khusus Wajib Pajak 
besar antara lain dengan pembentukan organisasi berdasarkan 
fungsi, pengembangan sistem administrasi pepajakan yang 
terintegrasi dengan pendekatan fungsi, dan implementasi dari 
prinsip-prinsip tata pemerintahaan yang bersih dan 
berwibawa (Good Governance);  
3). Pembangunan Kantor Pelayanan Pajak khusus Wajib Pajak 
menengah dan Kantor Pelayanan Pajak khusus Wajib Pajak 
kecil di kanwil  Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I;  
4). Pengembangan basis data, pembayaran pajak , dan 
penyampaian Surat Pemberitahuan Tagihan (SPT) secara 
online;  
5). Perbaikan manajemen pemeriksaan pajak;  
 
 
6). Meningkatkan efektivitas penerapan kode etik di jajaran 
Direktorat Jenderal Pajak dan komisi Ombudsman Nasional. 
Dalam jangka menengah, upaya-upaya tersebut diharapkan 
dapat ditingkatkan tidak hanya kepatuhan perpajakan (Tax 
Compliance), akan tetapi juga kepercayaan masyarakat 
terhadap aparat pajak, dan produktivitas aparat pajak.(UU 
Nomor 36 Tahun 2004 bab 3) 
Hadi Purnomo mengemukakan beberapa ciri khusus dalam sistem 
administrasi perpajakan modern yakni perbaikan pelayanan melalui 
pembentukan Account Representative dan Compliant Center untuk 
menampung keberatan Wajib Pajak. Selain itu juga merangkul 
kemajuan teknologi terbaru diantaranya e-Filing, e-Payment, e-
Registration dan e-Counceling yang diharapkan meningkatkan 
mekanisme control lebih efektif. Manfaat yang dapat diperoleh dari 
penerapan system bagi wajib pajak adalah Simplicity. Dimana alur 
pekerjaan lebih sederhana dengan bantuan account representative, 
certainity yaitu terdapat kepastian dalam melaksanakan peraturan 
perpajakan didukung bidang pelayanan dan penyuluhan di kanwil serta 
seksi pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak. (Anonim, 2004)  
 Langkah reformasi yang signifikan adalah pembentukan Kantor 
Wajib Pajak Besar. Guna memberikan pelayanan dan pengawasan 
yang lebih baik terhadap Wajib Pajak besar yang memberikan 
kontribusi yang relatif besar terhadap penerimaan pajak, Dirjen pajak 
membentuk Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak 
besar (LTO). Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak besar tersebut 
dibentuk Account Representative (AR) yang bertujuan untuk 
mengetahui segala tingkah laku, ruang lingkup bisnis dan segala 
sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perpajakan Wajib 
Pajak yang diawasinya (Knowing Your Taxpayer) dan pelayanan 
kepada wajib pajak dapat dilakukan secara tuntas pada satu meja. 
 
 
 Disamping itu, peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak 
dilakukan dengan membangun On-line System yang menyangkut 
pembayaran pajak (e-Payment), pendaftaran NPWP (e-Registration) 
serta pelaporan SPT (e-Filing) sehingga Wajib Pajak tidak perlu lagi 
datang ke kantor pajak, namun cukup melakukan kegiatan tersebut 
secara On-line dari rumah/kantor mereka. Dengan demikian 
persinggungan antara wajib pajak dengan petugas dapat diminimalisir 
dan bermanfaat bagi semua pihak. Selain itu, reformasi pengawasan 
terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan meliputi: 
pertama pembentukan bank data (alat pengawasan). Kedua, 
mengembangkan E-Mapping dan Smart-Mapping dan ketiga 
melakukan law enforcement antara lain penyanderaan (Gejzling) dan 
penyidikan. 
 Di negara Singapura, untuk menahan agar hubungan dengan Wajib 
Pajak tidak semakin memburuk, maka Inland Revenue Authority of 
Singapore (IRAS) mengeluarkan sistem e-Filing untuk memperbaiki 
kepercayaan masyarakat kepada sistem perpajakkan. Pada survey 
tahun 2001, dimana 94,1% Wajib Pajak pribadi, 89,6% Wajib Pajak 
Badan, dan 94,6% Wajib Pajak Pengusaha barang dan jasa menyatakan 
kepuasan dengan pelayanan e-Filing.(Tan Chee-Wee, 2005) 
  Pemerintah Malaysia telah mempromosikan Internet pengisian 
 formulir pajak yang disebut e-Filing yang diperkenalkan pada tahun 
 2006 sebagai bagian dari inisiatif e-government. Peraturan 
 tersebut sempat memunculkan protes dari wajib pajak, karena mulai 
 tahun 2007 pemerintah mengumumkan tidak akan mengirimkan dan 
 menerima data pajak penghasilan, apabila wajib pajak tidak 
 mengirimkannya melalui metode baru yaitu e-Filing. (T.Ramayah, 
 2008 : 1) 
 Sedangkan di Indonesia, sejak tahun 2001 Dirjen pajak telah 
melakukan kampanye sadar dan peduli pajak. Kampanye juga 
dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat seperti kalangan 
 
 
akademis, politisi, pengusaha, selebritis tokoh agama, tokoh 
masyarakat dan LSM-LSM. Upaya membangun kesadaran dan 
kepedulian masyarakat untuk membayar pajak, Direktorat Jenderal 
Pajak telah melaksanakan intensifikasi pajak. Intensifikasi adalah 
kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak melalui wajib pajak 
yang sudah terdaftar, untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. 
Kegiatan intensifikasi ini berupa penyuluhan berbagai ketentuan yang 
berlaku, memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak, 
pemeriksaan dan penagihan pajak.    
Dapat dikatakan, penerapan sistem administrasi perpajakan yang 
mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara 
individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, 
ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program 
kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang 
menjadi prioritas perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat  Jenderal 


















B. Kerangka Pemikiran 
 
Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran 
 
 Berdasarkan kerangka pemikiran di atas terlihat bahwa sistem perpajakkan 
di Indonesia telah menganut sistem pemungutan Self Assesment System. 
Dimana Wajib Pajak diberikan wewenang untuk mengadakan pembukuan dan 
melaporkan besarnya pajak yang terhutang. Seiring dengan modernisasi 
perpajakkan yang diterapkan di Indonesia, Wajib Pajak dalam melaporkan 
Surat Pemberitahuan (SPT) dapat menerapkan dua cara. Yang pertama adalah 
cara manual dimana SPT yang akan dilaporkan langsung dikirimkan ke 
Direktorat Jenderal Pajak. Dan yang ke dua adalah melalui sistem On-line atau 
e-Filing  dimana SPT yang akan dilaporkan dikirim melalui bantuan 
Aplication Service Provider (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP). 
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 Apabila Wajib Pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui 
sistem On-line atau melalui e-filing, maka akan muncul masalah-masalah 
seperti kepastian hukum dan keakuratan dari sistem e-Filing yang diterapkan 
oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Masalah kepastian hukum ini terjadi, 
dikarenakan Direktorat Jenderal Pajak masih menggunakan jasa pihak ke tiga 
yang dalam hal ini adalah Aplication Service Provider (ASP). 
 Penelitian ini ditujukkan untuk mengetahui apakah penerapan konsep e-
Filing yang berlaku di Indonesia saat ini telah sesuai dengan Asas Kepastian 
Hukum, dan apakah keakuratan konsep e-Filing dapat menjamin kebenaran 






   
   

















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. e-Filing dan Asas Kepastian Hukum 
 1. e-Filing 
   e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian 
Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang 
dilakukan secara Online dan Real Time melalui Penyedia Jasa Aplikasi 
(ASP), (PER 47/PJ/2008, pasal 1 ayat 7). e-Filing merupakan salah satu 
bagian dari modernisasi administrasi perpajakkan, dengan tujuan agar 
Wajib Pajak (WP) memperoleh kemudahan dalam memenuhi 
kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakkan yang sifatnya 
Urgent seperti penyampaian SPT dapat lebih mudah dilaksanakan dan 
tujuan peningkatan kualitas pelayanan wajib pajak dapat tercapai. 
   Perusahaan  Penyedia  Jasa  Aplikasi  (ASP)  wajib  memberikan  
jaminan kepada Wajib Pajak  bahwa SPT  atau Pemberitahuan 
Perpanjangan SPT Tahunan beserta  lampirannya yang disampaikan secara 
elektronik dijamin kerahasiaannya, diterima di Direktorat Jenderal Pajak 
secara  lengkap dan Real Time serta diakui oleh pihak wajib pajak dan 
Direktorat Jenderal Pajak.( PER 47/PJ/2008, Pasal 9 ayat 5) 
   Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa penyampaian SPT secara 
elektronik hanya dapat dilakukan melalui Aplication Service Provider 
(ASP) . ASP sebagai Service Provider yang dapat menyalurkan SPT 
secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak wajib memberikan jaminan 
kepada wajib pajak bahwa SPT beserta lampirannya yang disampaikan 
secara elektronik melalui service Provider tersebut dijamin privasi dan 
kerahasiannya serta diterima di Direktorat Jenderal Pajak secara lengkap 
dan Real Time serta diakui oleh pihak wajib pajak dan Direktorat Jenderal 
Pajak. Artinya, data-data yang disampaikan wajib pajak kepada Direktorat 
Jenderal Pajak melalui ASP harus dijamin privasi dan kerahasiannya serta 
mencegah penyangkalan (Non Repudiation). Jaminan hukum tersebut 
 
 
harus berdasarkan pada Keputusan Direktorat Jenderal Pajak dan 
Agreement (persetujuan berlangganan) antara wajib pajak dan Aplication 
Service Provider (ASP). 
   Direktorat Jenderal Pajak dalam menyelenggarakan penyampaian SPT 
pajak via internet atau e-Filing menunjuk Aplication Service Provider 
sebagai perantara penyampaian SPT. Direktorat Jenderal Pajak 
memerlukan Aplication Service Provider sebagai penghubung atau 
fasilitator secara teknis antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. 
Hal tersebut dikarenakan sumber daya dan teknologi yang dimiliki 
Direktorat Jenderal Pajak saat ini masih belum mampu menjangkau 
seluruh wilayah Indonesia yang sangat luas. (Frans Liwanuru, 2008) 
   Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa Direktorat Jenderal Pajak 
sebagai pembuat kebijakan sistem e-Filing ini belum mampu baik secara 
infrastruktur maupun secara sarana dan prasarana untuk mengakomodir 
perkembangan sistem teknologi informasi dalam sistem e-Filing.  
 Proses penyampaian SPT secara on-line ke Direktorat Jenderal Pajak 
tentu tidak lepas dari peran Aplication Service Provider sebagai Online 
Liason. Direktorat Jenderal Pajak memberikan kewenangan Aplication 
Service Provider untuk melakukan penyampaian data-data Wajib Pajak 
yang sifatnya pribadi dan Confidential seperti penyampaian SPT Wajib 
Pajak dan menyampaikan User ID, Password, dan sertifikat digital 
(Digital Certificate) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).( 
PER 47/PJ/2008, pasal 5). Namun, untuk melindungi wajib pajak, 
Aplication Service Provider (ASP) dalam hal ini wajib merahasiakan 
seluruh catatan arus data yang timbul atau diketahui dalam pelaksanaan 
penyaluran penyampaian SPT secara elektronik ke Direktorat Jenderal 
Pajak dan tidak menggunakannya untuk kepentingan lain. (KEP-
19/PJ/2005 , pasal 2f)  
   Dari paparan di atas dapatlah diketahui bahwa Aplication Service 
Provider (ASP) sebagai pihak ke tiga diberi kewenangan yang sangat luas 
oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Oleh karena itu, Aplication Service 
 
 
Provider (ASP) dalam hal ini wajib merahasiakan seluruh catatan arus 
data yang timbul atau diketahui dalam pelaksanaan penyaluran 
penyampaian SPT secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak dan tidak 
menggunakannya untuk kepentingan lain sehingga jaminan kepastian 
hukum oleh wajib pajak telah dijamin oleh Peraturan Direktur Jenderal 
Pajak Pajak Nomor KEP-47/PJ./2008. 
    
2. Asas Kepastian Hukum   
   Asas certainty (kepastian) hukum terdapat dalam asas Case of 
Administration. Jika dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas 
sebelumnya, asas kepastian hukum menghendaki adanya kepastian, baik 
bagi petugas pajak maupun semua wajib pajak dan seluruh masyarakat. 
Asas kepastian ini mencakup kepastian mengenai subjek pajak, objek 
pajak, dasar pengenaan pajak serta besarnya tarif pajak, dan prosedur 
pemenuhan kewajiban pajak. 
   Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa asas kepastian dibedakan 
menjadi dua, yaitu kepastian hukum materil dan kepastian hukum formal. 
Kepastian dalam hukum materil mengatur ketentuan mengenai kepastian 
tentang siapa-siapa saja yang dikenakan pajak, siapa-siapa saja yang 
dikecualikan, apa-apa saja yang dikenakan pajak dan apa-apa saja yang 
dikecualikan serta besarnya pajak terutang. Sedangkan kepastian hukum 
formal mengatur kepastian mengenai prosedur (tata cara) pemenuhan hak 
dan kewajiban perpajakkan serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar 
kewajiban perpajakkan. 
   Prosedur pemenuhan kewajiban pajak antara lain prosedur pembayaran 
dan pelaporan pajak serta pelaksanaan hak-hak perpajakannya. Dalam hal 
ini telah ada prosedur (Legal Formil) yang jelas dan tegas dan diatur 
dalam Peraturan Perundang-undangan yang jelas, sehingga wajib pajak 
lebih mudah menjalankan kewajiban serta haknya dan bagi fiskus akan 
lebih mudah untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakkan yang 
dilakukan oleh wajib pajak juga dalam melayani hak-hak wajib pajak.  
 
 
   Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa e-Filing termasuk dalam 
ruang lingkup pajak formal. e-Filing berkaitan dengan prosedur 
pemenuhan kewajiban pajak dalam hal pelaporan pajak. Dalam hal ini, 
aturan mengenai e-Filing telah jelas dan tegas diatur dalam Peraturan 
Direktur Jenderal Pajak Pajak Nomor KEP-47/PJ./2008 untuk memberikan 
kepastian hukum pada Wajib Pajak. Dengan didukung hukum pajak 
formal yang jelas dan tegas, tentunya hukum material akan bisa 
dilaksanakan oleh wajib pajak dan fiskus dengan melakukan pengawasan 
atau Law Enforcement.  
   Asas kepastian hukum juga menghendaki dihormatinya hak yang telah 
diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat 
administrasi negara.(SF Marbun Moh Mahfud MD, 2006 : 60) Asas 
kepastian hukum ini adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan 
landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam 
setiap kebijakan penyelenggara negara. (Lutfi effendi, op.cit : 86) 
   Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa pemerintah dalam hal ini 
Direktorat Jenderal Pajak harus melaksanakan fungsi sebagai fiskus, 
Direktorat Jenderal Pajak sebagai fiskus harus mematuhi dan memegang 
suatu asas-asas pemerintahan yang baik yang telah ditentukan oleh 
peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal Pajak dalam 
melakukan setiap tindakan untuk menjalankan fungsinya harus berdasar 
pada peraturan perundang-undangan yang telah ada, keadilan, dan 
kepatutan. 
 Pelaporan dan penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem on-
line atau e-Filing melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) 
dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah diatur oleh Direktorat 
Jenderal Pajak melalui Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-47/PJ./2008 
mengenai Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan 
Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan 
Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (e-Filling) 
Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Hal ini menunjukkan 
 
 
bahwa dalam melakukan penyampaian SPT melalui sistem e-Filing 
terdapat suatu jaminan dan perlindungan hukum bagi wajib pajak. 
 Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa wajib pajak akan 
mendapatkan jaminan hukum dalam melaksanakan kegiatan pelaporan 
SPT melalui e-Filing. Hal ini dikarenakan mekanisme dan penerapannya 
sudah diatur dalam suatu peraturan pelaksana yang berbentuk Keputusan 
Direktur Jenderal Pajak. 
 Dari berbagai paparan, analisa, dan pembahasan pada sub-sub bab di 
atas dapat diketahui bahwa konsep e-Filing perpajakkan di Indonesia telah 
sesuai dengan asas kepastian hukum. Asas tersebut menghendaki agar 
pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan mengutamakan landasan 
peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Dan dalam hal ini 
penerapan e-Filing di Indonesia sudah diatur dalam Keputusan Direktur 
Jenderal Pajak. 
 
B. Keakuratan e-Filing dan Kebenaran Pelaporan SPT dalam Sistem 
Administrasi Perpajakan 
 1. Kekuratan e-Filing terhadap Pelaporan 
Accurate is careful, exact, and free from error and accurancy means 
exactness or correctness. (AS. Hornby, 1974 :7) Keakuratan juga 
mengandung arti mempunyai ciri atau sifat yang teliti , seksama, cermat, 
dan tepat benar. Keakuratan dalam penggunaan fasilitas e-Filing dapat 
dilihat dari tiga aspek, aspek pertama adalah aspek kebenaran, dalam 
aspek ini yang dilihat adalah kebenaran dari data-data yang disampaikan 
oleh wajib pajak dalam mengisi permohonan pendaftaran e-Filing dan 
pengisian SPT yang sudah disediakan oleh sistem informasi Direktorat 
Jenderal Pajak. Aspek kedua adalah aspek kejelasan, dalam aspek ini 
segala data-data yang di sampaikan wajib pajak baik dalam permohonan 
pendaftaran e-Filing dan pengisian SPT harus nyata dan tidak 
mengandung ambiguitas bagi aparat pajak. Aspek ketiga adalah aspek 
kelengkapan, dalam aspek ini segala data-data yang disampaikan wajib 
 
 
pajak harus lengkap sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan 
dalam peraturan perpajakan atau dalam hal ini Peraturan Dirjen Pajak, 
Keputusan Dirjen Pajak maupun Surat Edaran Dirjen Pajak. (PER 
47/PJ/2008, pasal 5 dan pasal 7). 
Dari paparan diatas dapatlah diketahui bahwa keakuratan data yang 
terdapat dalam aplikasi e-Filing harus memenuhi tiga aspek yakni aspek 
kebenaran, aspek kejelasan dan aspek kelengkapan. Bila tiga aspek ini 
belum atau tidak terpenuhi baik dalam permohonan pendaftaran e-Filing 
ataupun dalam hal pengisian SPT maka tidak akan diteruskan ke proses 
selanjutnya. 
Proses penyampaian SPT secara elektronik ( e-Filing ) akan melalui 
tiga tahap. Tahap pertama, wajib pajak secara tertulis mengajukan 
permohonan untuk mendapatkan e-FIN yang diterbitkan oleh Kantor 
Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar apabila dalam pengajuan 
permohonan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan maka 
permohonan tersebut akan ditolak kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat 
Wajib Pajak terdaftar. Tahap kedua, Wajib Pajak yang sudah mendapatkan 
e-FIN dapat mendaftar melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang resmi ditunjuk 
oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan User ID dan Password, 
Aplikasi e-SPT, serta sertifikat  (Digital Certificate), dalam tahap ini wajib 
pajak harus meyetujui Agreement atau persetujuan berlangganan e-Filing 
dan syarat – syarat yang diajukan oleh Aplication Service Provider apabila 
wajib pajak tidak setuju (Decline) dengan persyaratan dan persetujuan ini, 
maka serfikat (Digital Certificate) atas nama WP tidak akan diberikan. 
Tahap ketiga , penyampaian e-SPT secara e-Filing, dalam tahap ini apabila 
ada kesalahan maupun kekurangan dari e-SPT yang dikirimkan, sistem 
Data Base di Direktorat Jenderal Pajak akan mengirimkan pemberitahuan 
kepada wajib pajak secara elektronik bahwa e-SPT terdapat kesalahan atau 
tidak lengkap dan tidak akan diteruskan dalam proses e-Filing. Jika data-
data tersebut telah dianggap memenuhi syarat maka akan diteruskan ke 
proses berikutnya dalam e-Filing. Apabila data tersebut telah melewati 
 
 
pemeriksaan maka data tersebut telah akurat dan dapat dipertanggung 
jawabkan. (PER 47/PJ/2008, pasal 5 dan pasal 6). 
Dari paparan di atas dapatlah diketahui bahwa proses penyampaian 
SPT serta e-Filing akan melalui tiga tahap yakni tahap pendaftaran, tahap 
agreement, dan tahap pemeriksaan data. Tahap pertama, ketika wajib 
pajak melakukan pendaftaran e-Fin apabila terjadi kekurangan dalam 
syarat yang ditentukan maka permohonan tersebut akan ditolak dan 
dikembalikan ke wajib pajak. Tahap kedua, wajib pajak harus menyetujui 
persyaratan yang ditentukan dalam persetujuan berlangganan e-Filing 
apabila wajib pajak tidak setuju (Decline) dengan persyaratan persetujuan 
ini sertifikat (Digital Certificate) atas nama WP tidak akan diberikan . 
Tahap ketiga,fiskus memeriksa dan meneliti SPT yang dikirim WP apabila 
ada kesalahan maupun kekurangan dari data-data yang dikirim, maka data 
itu akan diteruskan ke proses berikutnya. Hal ini ditetapkan agar 
keakuratan data yang ada dapat dipertanggungjawabkan. 
Proses penyampaian data SPT yang terkirim melalui jaringan internet 
dari Wajib Pajak mengalami proses acak (Encryption) sehingga hanya 
sistem informasi Direktorat Jendedral Pajak yang dapat menerjemahkan 
data acak tersebut. Verifikasi juga dilakukan untuk memastikan bahwa 
data yang sudah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak mengalami 
perubahan dari data asli yang dikirim oleh Wajib Pajak sehingga data itu 
sifatnya tidak terbantahkan (Non-Repudiation) dan otentik. Hal ini 
dikarenakan adanya Digital Certificate yang berfungsi sebagai pengaman 
data Wajib Pajak dalam setiap proses e-Filing. Digital Certificate adalah 
informasi mengenai identitas pemilik yang ditandatangani secara digital 
oleh sebuah badan Independen (Certificate Authority) atau dalam hal ini 
DJP yang menjamin bahwa pemilik sertifikat layak untuk ikut dalam 
transaksi ( penyampaian SPT) tersebut.(Budi Agus Riswandi : 52) 
Dari paparan di atas dapatlah diketahui bahwa Digital Certificate 
berperan penting dalam setiap proses e-Filing. Digital Certificate 
merupakan suatu mekanisme dalam transaksi elektronik untuk menjamin 
 
 
identitas dan penyampaian data SPT dalam e-Filing.Digital Certificate 
berfungsi sebagai keamanan dengan melakukan pengacakan data SPT 
(Encryption), Otentifikasi pengirim data SPT, menjamin integritas data 
SPT, dan mencegah penyangkalan (Non-Repudiation). 
Dalam pengisian lembar SPT melalui e-Filing, data-datanya harus di 
input secara benar, jelas dan lengkap. Kesalahan input data dapat dengan 
mudah direvisi pada saat pengisian data pada aplikasi SPT,tanpa harus 
menghapus atau mengganti kertas lembar SPT. Hal ini dikarenakan 
perbedaan cara pengisian dan proses upload data antara SPT konvensional 
(dalam bentuk kertas) dengan SPT digital. e-Filing perpajakan telah 
disinkronkan dengan sistem administrasi perpajakan DJP sehingga Upload 
data ke dalam server DJP dapat dilakukan secara otomatis. e-Filing juga 
lebih mudah dan akurat karena software atau aplikasi dibuat untuk 
mempermudah penghitungan dan akurasi karena penjumlahan dilakukan 
secara otomatis melalui sistem. 
Dari paparan di atas dapatlah diketahui bahwa e-Filing lebih maju dan 
lebih akurat daripada pelaporan SPT secara konvensional karena kesalahan 
input data dapat dengan mudah direvisi pada saat pengisian data pada 
aplikasi SPT, tanpa harus menghapus atau mengganti kertas lembar SPT. 
Software atau aplikasi juga dibuat sedemikian rupa untuk mempermudah 
penghitungan dan akurasi karena penjumlahan dilakukan secara otomatis 
melalui sistem serta sistem e-Filing telah disinkronkan dengan sistem 
Master File perpajakkan Direktorat Jenderal Pajak sehingga upload data 
ke dalam data base Direktorat Jenderal Pajak dapat dilakukan secara 
otomatis. Namun pada tahap awal penerapan sistem e-Filing, Direktorat 
Jenderal Pajak gagal membuktikan kesiapan dan kemampuannya dalam 
menyediakan fasilitas e-Filing ini. 
Saat ini tercatat hanya 3,5 juta wajib pajak Indonesia, dengan 
pelaporan SPT secara manual pelayanan yang optimal terhadap para wajib 
pajak tersebut tidak mungkin dapat ditingkatkan. Maka diharapkan dengan 
adanya e-Filing, sistem pelaporan SPT menjadi mudah dan cepat, dan 
 
 
diharapkan juga seiring dengan hal itu jumlah wajib pajak dapat 
meningkat. Dengan e-Filing ini dalam tiga tahun ke depan diharapkan 
terjadi peningkatan jumlah wajib pajak menjadi sepuluh juta dan pada 
akhirnya hal ini akan berpengaruh kepada jumlah pemasukan Negara dari 
penerimaan pajak.  
Dari paparan diatas dapatlah diketahui bahwa untuk menjawab dan 
menyikapi meningkatnya kebutuhan wajib pajak akan tingkat pelayanan 
yang baik, seperi biaya pemrosesan pelaporan pajak yang murah dan 
keinginan untuk mengurangi beban proses administrasi laporan pajak 
dengan menggunakan kertas. Maka, Direktorat Jenderal Pajak dalam hal 
ini menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) 
atau e-Filing sebagai saran untuk memberikan pelayanan yang lebih baik 
terhadap wajib pajak. Hal ini diharapkan menjadi suatu daya dorong atau 
nilai tambah terhadap usaha peningkatan jumlah wajib pajak. 
 
 2. Kebenaran Pelaporan SPT dalam Sistem Administrasi Perpajakan 
 Kebenaran mengandung arti sesuai sebagaimana adanya ( seharusnya), 
betul, tidak salah, dapat dipercaya, sah. (Tim Penyusun Kamus Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa : 99) Kebenaran – kebenaran 
pelaporan SPT dalam sistem Administrasi perpajakan di Indonesia dapat 
dilihat dari itikad baik dari wajib pajak sebagai pihak yang mempunyai 
kewajiban untuk melaporkan pajaknya. Terbentuknya budaya kepercayaan 
ini dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan Self 
Assessment System. Self assessment system adalah suatu system 
pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang harus 
dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung sendiri oleh wajib 
pajak.(Muqodim, op.cit : 24-25) SPT dianggap benar selama memenuhi 
semua syarat legalitas dan formalitas yang telah ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan perpajakkan. Syarat legal yang 
mengedepankan keabsahan dan ontektisitas data-data yang disampaikan 
oleh wajib pajak. Hal ini dapat terlihat dari kewajiban wajib pajak dalam 
 
 
menandatangani SPT dan apabila SPT tersebut diisi dan ditandatangani 
oleh orang lain selain wajib pajak, maka SPT tersebut harus dilampiri surat 
kuasa khusus. Untuk wajib pajak badan, SPT harus ditandatangani oleh 
pengurus atau direksi. Sedangkan syarat formal berbicara mengenai 
kelengkapan dari data-data yang disampaikan oelh wajib pajak, 
kelengkapan data-data di sini diartikan sebagai kelengkapan yang 
berkaitan dengan objek pajak baik itu berupa SSP dan data-data lain yang 
berhubungan dengan SPT yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan perpajakkan.  
 Dari paparan di atas dapatlah diketahui bahwa kebenaran pelaporan 
SPT dalam system administrasi perpajakkan di Indonesia dapat dilihat dari 
segi legalitas dan formalitas. Apabila telah memenuhi syarat legal dan 
syarat formal maka data tersebut dianggap benar selama belum dilakukan 
pemeriksaan oleh fiskus. Hal ini dikarenakan sistem pemungutan pajak di 
Indonesia menggunakan sehingga fiskus memberikan kepercayaan kepada 
wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Fiskus 
dalam hal ini hanya mengacu kepada itikad baik dari wajib pajak untuk 
melaporkan pajaknya secara benar. 
 Kebenaran pelaporan SPT dalam sistem administrasi perpajakkan di 
Indonesia dapat dilihat melalui benar tidaknya wajib pajak dalam proses 
pengisian SPT. SPT dalam bentuk kertas atau bentuk elektronik diisi dan 
dilaporkan dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk 
pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakkan. Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, 
lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah benar dalam perhitungan, 
termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakkan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya; lengkap adalah memuat semua unsure-unsur yang berkaitan 
dengan objek pajak dan unsure-unsur lain yang harus dilaporkan dalam 
surat pemberitahuan; dam jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber 
 
 
dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat 
pemberitahuan. (UU No.28 tahun 2007) 
 Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa kebenaran pelaporan SPT 
dalam sistem administrasi perpajakkan di Indonesia dapat dilihat melalui 
benar tidaknya wajib pajak dalam proses pengisian SPT. Kebenaran 
pelaporan SPT terlihat dari benar tidaknya dalam penghitungan, termasuk 
benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakkan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya. 
Dalam sistem e-Filing ini data pajak yang dimasukan benar-benar data 
yang bersumber dari wajib pajak sendiri tanpa campur tangan dari pihak 
petugas pajak sehingga kebenaran dalam perhitungannya, termasuk benar 
dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya, dan 
penulisannya tergantung pada wajib pajak sendiri. Terkait dengan 
kebenaran pelaporan SPT tersebut, dalam sistem e-Filing perhitungan 
perpajakan dalam SPT dilakukan secara otomatis sesuai peraturan yang 
berlaku. Hal ini dikarenakan Software atau aplikasi dibuat untuk mudah 
digunakan dan akurat karena penjumlahahan dilakukan secara otomatis 
melalui sistem. Meskipun begitu dalam pelaksanaanya masih sering terjadi 
kesalahan pengisian dan perhitungan serta penerapan ketentuan peraturan 
perundang-undangan oleh wajib pajak. Hal ini terjadi karena kurangnya 
sosialisasi ketentuan dan kebijakan yang dilakukan fiskus kepada wajib 
pajak. Hasil survei dari pihak ketiga yang antara lain dilakukan oleh Hay 
Group Consultant terhadap pendapat wajib pajak menunjukan Direktorat 
Jenderal Pajak mempunyai kelemahan pada SDM, sosialisasi ketentuan 
dan kebijakan, dan distorsi pada pemeriksaan pajak. 
Dari paparan diatas dapatlah diketahui bahwa keakuratan e-Filing 
dalam menjamin kebenaran pelaporan SPT dapat terhambat akibat 
masyarakat yang terlambat mendapatkan akses informasi yang berkaitan 
dengan ketentuan dan sistem e-Filing. Hal ini terjadi karena kurangnya 
 
 
sosialisasi ketentuan dan kebijakan yang dilakukan fiskus kepada wajib 
pajak. 
Di pihak fiskus sendiri, harus diakui bahwa profesionalisme pegawai 
Direktorat Jenderal Pajak masih perlu banyak ditingkatkan. Salah satu 
yang menjadi penyebab kelemahan sumber daya manusia di Direktorat 
Jenderal Pajak adalah target penerimaan yang merupakan satu Pressure 
tersendiri sehingga mendorong tenaga-tenaga terampil diarahkan ke hal-
hal yang bersifat teknis. Akibat, fungsi lain yang tidak kalah penting 
seperti penyuluhan, administrasi, pemrosesan data, perencanaan pegawai 
dan penyusunan konsep aturan mengalami banyak kekurangan baik dari 
sisi jumlah maupun kapasitas sumber daya manusianya. 
Dari paparan diatas dapatlah diketahui bahwa salah satu indikator dari 
sistem adminitstrasi perpajakan yang baik apabila terdapat suatu unsur 
ketelitian dari aparat pajak dalam melakukan pemrosesan dan perekaman 
data-data wajib pajak ke dalam sistem informasi dan Data Base Direktorat 
Jenderal Pajak. Hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab serta 
profesionalisme aparat fiskus dalam melaksanakan fungsi administrasinya. 
Dari berbagai paparan, analisa, dan pembahasan pada sub-sub diatas 
dapatlah diketahui bahwa keakuratan konsep e-Filing masih belum dapat 
menjamin kebenaran pelaporan SPT dalam sistem administrasi perpajakan. 
Keakuratan dapat terjadi bila wajib pajak dapat melakukan proses e-Filing 
dengan baik dan dapat menyampaikan SPT secara benar. Proses e-Filing 
menuntut Direktorat Jenderal Pajak membentuk suatu sistem teknologi 











KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A.   Kesimpulan 
   Setelah apa yang diuraikan oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya, 
yang merupakan pembahasan dari permasalahan yang ada yaitu, Apakah 
penerapan e-Filing yang berlaku di Indonesia saat ini telah sesuai dengan 
Asas Kepastian Hukum dan Bagaimana e-Filing dapat menjamin 
kebenaran pelaporan SPT dalam sistem administrasi perpajakkan di 
Indonesia. Dari pembahasan permasalahan tersebut dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1.  e-Filing perpajakkan di Indonesia telah sesuai dengan asas kepastian 
hukum. Dalam menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan 
pengadilan sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan 
aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau 
bertentangan dengan undang-undang. Dan dalam hal ini e-Filing 
sudah diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak dalam 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Pajak Nomor KEP-47/PJ./2008 
Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan 
Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan 
Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (e-
Filling) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). 
Walaupun, Aplication Service Provider (ASP) sebagai pihak ke tiga 
diberi kewenangan yang sangat luas oleh Direktorat Jenderal Pajak 
(DJP), sehingga memiliki akses yang luas mengenai catatan arus data 
yang dimiliki oleh wajib pajak tetapi hal tersebut telah diatur dalam 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Pajak Nomor KEP-47/PJ./2008 
sehingga kerahasiaan arus data Wajib pajak akan terjamin. 
2. Keakuratan e-Filing sudah dapat menjamin kebenaran pelaporan 
SPT dalam sistem administrasi perpajakkan. Keakuratan tersebut 
dapat terjadi apabila didukung oleh kemampuan wajib pajak dapat 
 
 
melakukan proses e-Filing dengan baik dan dapat menyampaikan 
SPT secara benar. Proses penyampaian SPT serta e-Filing akan 
melalui tiga tahap yakni tahap pendaftaran, tahap agreement, dan 
tahap pemeriksaan data. Apabila ketiga tahapan tersebut telah 
dilaksanakan dengan benar maka kebenaran proses SPT akan terjadi. 
Proses e-Filing menuntut Direktorat Jenderal Pajak membentuk 
suatu sistem teknologi informasi yang akurat , friendly user, serta 
mandiri. Sehingga tetap harus dilakukan perbaruan sistem secara 
terus-menurus dalam pengelolaan pembayaran perpajakkan. 
 
B.   Saran 
Sebagai akhir dari penulisan ini, maka penulis mengemukakan saran 
sebagai berikut :  
1.  Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah membuat 
ketentuan yang mengatur mengenai e-Filing Keputusan Direktorat 
Jenderal Pajak dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Pajak Nomor 
KEP-47/PJ./2008 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat 
Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat 
Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara 
Elektronik (e-Filling) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi 
(ASP). Peraturan tersebut telah memberikan jaminan kepastian 
hukum kepada wajib Pajak dalam proses pelaporan SPT. Namun, 
Direktorat Jenderal Pajak  sebagai fiskus tetap harus mengawasi 
penerapan peraturan Perundang-undangan tersebut agar mekanisme 
pelaporan SPT dapat terlaksana dengan baik   
2.  Seperti yang kita ketahui bahwa keakuratan data yang terdapat dalam 
aplikasi e-Filing harus memenuhi tiga aspek yakni aspek kebenaran, 
aspek kejelasan dan aspek kelengkapan. Oleh karena itu, Direktorat 
Jenderal Pajak diharapkan lebih intensif dalam mensosialisasikan, 
dan memberikan pelatihan mengenai e-Filing dalam mempersiapkan 
wajib pajak sebagai pengguna e-Filing. Dalam hal kemandirian, 
 
 
Direktorat Jenderal Pajak seharusnya membuat suatu divisi tersendiri 
untuk menggurus SPT yang dikirim melalui e-Filing, hal ini 
membuat Direktorat Jenderal Pajak tidak perlu melibatkan pihak 
ketiga yaitu Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi untuk mengelola 
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